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e
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BUPATI KARANGANYAR

a bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan e
pergeseran antar unit orgamsasn antara kegiatan dan antar jenis belanja, -~
- keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus -
dlgunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu

dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007

b bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dltetapkan dengan-
Peraturan Daerah : : :

S Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

-~ Daerah- daerah Kabupaten dalam Llnqkungan Proplnsn Jawa Tengah

< ‘,‘2‘.k"Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak ‘Bumi danf,'

- Bangunan (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

"~ Tambsahan Lembaran Negara - Republik Indonesia  Nomor 3312) ~
-~ sebagaimana telah diubah -dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun =
- .-1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
i '*Tambahan Lembaran Negard Repubhk IndoneSIa Nomor 3569)

. 3 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

4 | Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 5 )
.. Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 = =
- Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor

 Retribusi - Daerah (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 1997 =
~ Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) . U

',“sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4048)
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11.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran -

Negara Repubhk lndonesna Tahun 1999 Nomor 75, ‘Tambahan Lembaran
Negara Republlk lndones:a Nomer 3851) :

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara '
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran l\egara Repubhk Indonesla Nomor 4286)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan.
Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4355) -

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan |

‘Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor
4389); ; 3 ,

b . : ;
il : v

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4400) ‘

k

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tPntang Sistem Perencanaan |

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor :104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia’
Nomor4421) ‘

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran - Negara - Republik Indonesia, Nomer 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang’ Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

12,

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan

~ antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

~ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik IndoneSIa Nomor 4438);

13.

Peraturan Pemermtah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemblnaan dan

- Pengawasan | atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

14.

Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahdn Lembaran
Negara Repubhgk Indonesia Nomor 4080); o

Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia - Tahun 2001 - Nomor 118,

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4138);

15,

Peraturan‘ Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
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Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan”'v »

-~ Protokoler dan Keuangan leplnan dan Anggota Dewan Perwakilan =
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor o
90, Tambahan ‘Lembaran Negara {Republik  Indonesia Nomor 4416)
L ‘"sebagalmanastelah beberapa kali diubah  terakhir dengan Peraturan
. Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubaghan Ketiga atas =
o "‘,;Peraturan Pemerlntah Nomor 24 :Tahun 2004 tentang Kedudukan
-~ Protokoler dan Keuangan anpman dan Anggota Dewan Perwakilan®
- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomorﬁ itk
o4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 4714) ‘

Peratu.an Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan o
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia- -
Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesua i
lNomor4504) E SO B el

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntanS|
~ Pemerintahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor e

i 49 Tambahan‘Lembaran Negara Repubhk lndonesua Nomor450’3)

19.
20.

21,

‘Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Plnjaman Daerah e

(Lembaran Negara Republik Indonesia " Tahun 2005 Nomor 136

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones:a Nomor 4574)
I E

ot B
Peraturan Pemer.ntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Panbangan

'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ‘Nomor 137, “
.Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesna Nomor 4575) '

i »,

'Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slotem InformaSI

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 -

22.

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor“
4576) i : ; e

Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 200b tentang Hlbah (Lembaran S

" Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

23

i 'Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4577)

‘Peraturan Perrgenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140 T?mbahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor%

| ’¥ 4578)

e
“@
§

Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman';
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran.
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

S Negara Republlk lndonesna Nomor 4585)

25

& E y ’

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentano Pelaporan Keuangan‘

-7 dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
. -Tahun 20086 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesnag
L "'V",>Nomor4614) : S S , , o

: : Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman - "
e Pengelolaan Keuangan Daerah e : ~

‘1‘/“"
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Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten '

: Karanganyar tahun 2007 Nomor 1)

P . y g
t i
;

Dengan PersetUJuan Bersama

o ’DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA I'EN KARANGANYAR

Menetapkan

_Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun;
Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 632.499.764.958,00- bertambah
sejumlah Rp 72 467.406.717.,00 sehmgga menjadi Rp 704.967. 171 .675,00 -

: 1 :

‘dan

| BUPATI KARANGANYAR
g
| MEMUTUSKAN

‘
£

PERATURAN DAERAH ; TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

: i

dengan nnCIan sebagal benkut
g

1.

Pendapatan R : ‘
a. Semula f‘ -~ Rp 602.775.249.300,00
b. Bertambah ~ Rp 18.732.362.940,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 622.507.612.240,00
~ % , , .
o o

Belanja i L , ,
a. Semula S - Rp 632.499.764.958,00

b. Ber‘[ambah E Rp 72.467.406.717,00

Jumlah Be!anja setelah Perubahan -

(D eﬁsnt) setelah Perubahan | g ,t(Rp 82.459.559.435,00)
o .'Pemblayaana 'l l | |
- a, Penenmaan o T L
- 1)Semula; : o :Rp 53.000.000.000,00
2) Bertambah -~~~ Rp 62 347 763.435,00

Jumlah Penenmaan setelah Perubahan Rp 115.347.763.435,00

b. Pengeluaran . R R o
1) Semula ' Rp 23.1_43.754.000,00
2) Bertambah S Rp 1.700.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 24.843.754. 000 00

Jumlah Pemblayiaan Netto setelah Perubahan - Rp 90.504.009.435,00 .}

Slsa Lebih PemblayaanAnggaran ‘_ . R R S '
- setelah Perubahan S - Rp. 8.044.450.000,00

" Rp 704.967.171.675.00

PP




) "‘AJumIah Pajak Daerah S R O
e setelah Perubahan .. Rp 16.594.912520,00 =~

Jumlah Hasnl Pengelolaan

Pasal 2

(1) Pendapatan, Daerah sebagalmana dumaksud dalam Pasal 1 terdlrl dan

a. Pendapatan ASII Daerah

1) Semula - j f’ : Rp 48 716 331 300 00
2) Bertambah = j "Rp - 4. 334. 3Q5 020 00

Jumlah Pendapatan Asll Daerah Paiia

setelah Perubahan SR Rp 53.050.726.320,'00;f‘ "-< I

o b Dana Penmbangan

1)Semula Rp 521 246 530 ooo oo |
o 2) Bertambah/(berkurang) Rp e

s
Jurnlah Dana Penmbangan

sefelah Perubahan o :}., _;g; X " Rp 521 246 530 ooo oo

c. Lain: laln Penqapatan Daerah yang Sah Sk
1) Semula - o Rp 32,812, 388, 000, 00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 15,397. 967. 920 00 v

Jumlah Lam laln Pen‘dapatan
Daerah Yang Sah BE

 sefelah Perubahan Z’ ?'R‘p" 48;“2‘10.355“.9’20,00" ot

(2) Pendapatan AS|I Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a :

terdlrl dan jéms pe ndapatan SARE

| a. Pajak Daerah

1) Semula S Rp 14, 556.750.000,00

-2 Bertarrbah;—j', ~ Ro 2038.162520,00

; | ,
o .Retnbus: Daerah e T B e
1) Semula 50 g ~Rp 15.675.927.300,00

F Bertambah ~ Re_ 166465000000 |

i
Jumlah Retnbusn Daerah

setelah Perubahan : Rp 17 340. 577 300, co

. Hasnl Pengelolaan Kekayaan Daerah
~yang, Dlplsahkan :

1) Semula Rp 4 365 OOO 000 00
& 2) Bertambah/(berkurang) Rp  95.000.000, 00

,Kekayaan Daerah Yang

i Dlplsahkan setelah Perubahan : Rp 4460000000,00 S




.

5_ ,
d Lain- IalnEPendapatan Ash Daerah yang Sah
- 1)Semula - - Rp 14.118.654.000,00
'2) Bertambah/(berkurang) Rp - : 536:582.500,00 -
~ Jumiah Laln lain Pendapatan : -~ . ‘
- ASII Daerah setelah Perubahan - + Rp 14.655. 236 500 00
(3) Dana Perlmbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdln
dari j Jenls pendapatan
a. DanaBagl HaS|I ‘
N Semula - Rp 18 953. 530 000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp - .
: Jumlah Dana bagl hasil aetelah Perubahan Rp 18 953. 530 000, 00
b. Dana Alokasn Umum .
N - 1)Semula Rp 459. 156 000 000,00
e 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
| Jumlah Dana alokasi umum o , - o - E
- setelah Perubahan - Rp459.156.000.000,00
c. Dana alokasn Khusus ' :
1) Semula o - Rp 43. 137 000 OOO 00
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumiah Dana alokasi khusus « ; S
setelah ;‘)erubahan , o ~ Rp 43.137.000.000,00
(4) Lain- Iam Pendapatan Daerah yang ‘Sah sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) huruf c terdlrl dan jenis pendapatan ~
: a. Hlbah @ ~
®  1)Semula Rp . -

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp .. -

Jumnlah Pendapatan hibah . :
setelah: Perubahan ' . Rp -

b. Dana Darurat : ' o
1) Semula o Rp -
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6 500 000 000 00

| : Jumlah Dana darurat

setelah Perubahan ~ Rp  6.500.000.000,00
‘c. Dana Bagl Hasil Pajak o - |
f)Semula ~  Rp 21.500.000.000,00

2) Bertambah ' Rp 8.544.450.000,00

: Jumlah Dana bagi hasnl o . . R
setelah perubahan SR "Rp 30.044.450.000,00

K\



d Dana Pepyesuauan dan Otonoml Khusus
~1)Semula . Rp . PR
_{2) Bertambah/(berkurang) Ro =

‘ Jumlah Dana Penyesualan
dan Otonoml Khusus T R P T e e e
‘setelah Perubahan S j : RP” e

1 é

e. Bantuan Keuangan dan Provmsn atau dan Pemerlntah Daerah Lamnya L

1) Semula’ - Rp: 11 312.388.000,00
2) Bertambah ‘ Rp 1 353.517.920,00 - S

: Jumlah Bantuan keuanqan L
dari: Provm3| atau dari '
pemenntah daerah lalnnya

- setehperubahan ~ Rp 1166590592000

1 Pasal 3 .

' ‘, (1) Belanja Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terdln darl

a. Belanja Tldak Langsung ,
1)Semula = Rp‘405 232.173.848, 00 f
2) Bertambah Ak 8 Rp 19 836 553 000, 00

Jumlah Be|anja Tldak Langsung

sefelah Perubahan i Rp”425,068.7‘26.v8218,00A i

: ; 5
b Belanja Liangsung : e ’
1) Semula Pt Rp 227 267 591 110 00

2) Bertar?bah e Rp_ ’52630 853. 717‘ OO

~ Jumlah Belanja Langsung S ‘ o
setelah Perubahan R i ;, 5 Rp 279 898 444 827 00

. t

terdln darl jenls belanja

o a Belanja Pegawan S
1) Semula «:" . Rp 329.282.855.848,00
2) Bertambah _ Rp-12. 726 738 000,00

Jumlah Belanja Pegawai =

r‘,‘ff(2) Belanja Tldak Langsung sebaga|mana d:mak\,ud pada ayat (1) thUf a i i

setelah Perubahan e '»,-",RVp’ 342.009’.5‘93.848,00{ S

b, Belanja Bunga T s T
~1)Semula .~ Rp - 959.190.000,00
2 2) Bertambah/(berkurang) Rp S G Ty

,Jumlah Belanja Bunga |

_ sefelahPerubahan  ©°  Rp  959.190.000,00




2) Bertambah/(berkurang) Rp

i . V‘Jumlah Belanja Pegawal
ey setelah Perubahan

Y c Be!anja SUbSldl

“NSemua . Rp  ~2 oooo ooo 0

Jumlah Belanja SubS|d| S e e e
setelah Perubahan . "Rp  220.000.000,00

: d Belanja Hlbah

~1)Semula L Rp —
2 Berambaberurang) o

Jumlah Belanja hlbah B L RS
setelah Perubahan S o “Rp -
e. Belanja Banfuan SOSlal § 1 E |

A)Semula Rp 32.571.830.000,00
2)Betambah Rp‘ 6.148.448.000,00

Jumlah Belanja Bantuan SOSIal

L setelah Perubahan | , | Rp ;‘38.7204.27:8_000,00'~ ’,

f. Belanja Bacu Hasil T ‘ : -
1) Semula : : Rp 2 882 829 000 OO
2) Ber’tambah/(berkurang) Rp PR O

Jumlah Belanja Bagl Hasﬂ

i setelah perubahan s ; - ' B Rp ! 2,8‘82,8’29_000,‘0"0"'{f“_'.‘ o

g Belanja Bantuan Keuangan i :
1) Semula S Rp 34 315 469 000,00 -
2) Bertambah ~ Rp 961 367.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

o sefelah Perupahan ,;”"pr 735.276.836.000,001

h Belanja Tldak Terduga |

1)Semula 'Rp 500000000000

2) Bertambah/(berkurang) Rp o

Jumiah Be\anja T\dak Terduga

o setelah Perubahan ‘[ CTL Rp 5000 000 000 OO |

. (3 Belanja Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdlrl 3
' dan jems belanja o , , v ‘ S

é :
‘a. BelanJa Pegawa| R : ‘ i
- 1)Semula i Rp 38 055 827 100 00 e
2) Bertambah Rp 2411 :130.528, 00

e R'p '40'.'466.957.628,00 L




b Belanja Barang dan Jasa Lofn |
1) Semula f N Rp 86. 118 127 815 00
2) Bertambah Lries Rp 10 216 064.927,00
Jumlah Belanja Barang dan e

s_.

Jjasa setelah Perubahan Rp;96.334./192;.742‘,00, Sl

e C. Be!anja Modal. s
“1)Semula. -~ Rp103.093.636.195,00
2) Bertambah i Rp 40. 003 658 262 00

setelah Perubahan S G Rp 143.097.294.457,00 =
S L g e Pasal 4 '

- a. Penerlmaan . ‘ [
1) Semula - Rp '53,000.000.000,00
: 32) Bertambah o Rp 62.347.763.435,00

k

o Jumlah Penerlmaan ‘

%

1) Pemblayaan Daerah Sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terdm dari L e

N setelah Perubahan e va’115.347.763;h435,00

b, Pengeluaran PR e ‘
1) Semula L Rp 23. 145 754 000 00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1 700 000.000,00

Jumlah Pengeluaran i
_ setelah Perubahan = et Rp 24 843 754 000 00

(2) Penenmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdlrl dar|'7 et

. . Jenls pemblayaan

o a SILPA tahun anggaran sebelumnya :
) Semula AL ‘Rp - 44.000. 000. 000 00
= 2) Bertambah/(berkurang) Rp 42 347 763 435, 00

~ Jumlah SILPA tahun
anggaransebelumnya - et
e isetelah Perubahan . Rp .86.347.763.435,00

b Pencalran Dana Cadangan | e
1) Semula  Rp e
2) Bertambah/(berkurang) Rp ] - i
1 e
Rt Jumlah Pencalran Dana Cadangan'_‘ SR R e
o setelah Perubahan e




5 } c Hasnl Penjualan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan B

'",1)Semula .. Rp~ 43

e - 2) Bertambah/(berkurang) Rp e

- Jumlah Hasn Penjualan Kekayaan
- .Daerah Yang dipisahkan =~ =~ - o7 S
L setelah P;erubahan b Rp e

; ’fd;.y Penerlmaan Plnjaman Daerah ‘w v
© f)Semula Rp 4.500.000. 000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 20.000.000.000, 00

Jumlah Penerlmaan Plnjaman

Daerah s?telah Perubahan o ;‘ Rp, 24.500“_000%000,00 s

e Penerlmaan kembali pembenan plnjaman - ’f e

f)Semula . Rp 4:500.000.00000
. 2) Bertambah/(berkurang) Rp o

Jumlah Penenmaan Kembah
Pembenan ijaman ‘

o setelah Perubahan - ‘ o o Rp 4500000000,00 S

i
f."Penenmaan Plutang Daerah R
> -21)Semula B L e
o 2) Bertan}bah/(berkurang) Rp -

_,"""‘Jumlah Penerimaan Piutang Sl R s P e
-'_*daerah setelah Perubahan i .Rp" SR

- (3) Pengeluarar% sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) hUrUf b te_rd‘iri'dari‘

: Jenls pembla%yaan

a. Pembentukan Dana Cadangan
~ 1)Semula - .Rp = '-}1 oni
o ~2) Bertambah/(berkurang) Rp. - -

i ?‘Jumlah Pembentukan dana . RN RN O
TRae 'cadangan setu,lah Perubahan v  3  ~  Rp -
b.‘Penyertaan Modal (lnvestasu) Pemerlntah Daerah‘;{
1)Semula ... Rp 8750.000.000,00

2) Bertambah  Rp 1. 200 000 000,00

e

i Jumlah Penyertaan modal
I (mvestasn) daerah

setelah Perbahan [t Rp 9.950.000.000,00

SR N

4



c. Pembayaran POkOk Utang

1) Semlla Rp 9.393.754.0‘00,00‘?

. 7 2) Bertambah/(berkurang) Rp.o o -

:""Jumlah Pembayaran Pokok

i Utang Yang Jatuh Tempo '

ey ,'setelah Perubahan B Rp 939375400000 e

;

d. Pembenan Plnjaman Daerah =

©  fSemua . Rp 500000000000

- 2) Bertambahl(berkurang) Rp : 500 000 000,00

:“,Jumlah Pembenan Plnjaman
Daerah dan:Obligasi Daerah

setelah Perubahan oo 'R‘pj.‘5.500;000.000,00 : :

S

 Paals

L Uralan Ieblh lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahw :

sebagalmana dimaksud pada Pasal 1, ‘tercantum dalam Lamp»ran yang S

merupakan baglan yang tldak terp!sahkan dan Peraturan Daerah |n| terdln

dan

l L

':megkasan Perubahan APBD

oL 'Lampxran I
2. Lamplran I{I

3, ~Lamp|ran III |

i 4. ‘4L'afmpir‘ani IV

5. Lampiran V-

. Lampiran Vil

8. LamplranVHI

9. Lampiran IX

_pelaksanaan.

lv_a‘vm’piryéh?\(l N

: Ringkasan  ‘Perubahan - APBD‘ menurJt Uru’san?' |

‘Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD:
: Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemenntahan ‘

Daerah, Orgamsasn SKPD Pendapatan Belanja danl'
Pembiayaan; = ! '

: Rekapitulasi - Perubahan Belanja menurut Urusan» :
. Pemerintahan Daerah Orgamsas: SKPD Program dan
- Kegiatan; -~ . , ‘ 5
: Rekapitulasi - ,Perubahan ', Belanja Daerah untuk ¥
Keselarasan dan ‘Keterpaduan Urusan Pemerintahan
- Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara; ‘ o
: Daftar Jumlah Pegawaa Per Golongan dan Per Jabatan;
: Laporan . Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Daftar kegiatan-kegiatan ‘tahun anggaran sebelumnya

- yang belum diselesaikan dan dlanggarkan kembah
- dalam tahun anggaran ini;
: 'Daftar Plnjaman Daerah dan Obhgasn Daerah

Pasal 6 -

Bupa‘u menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan = dan

Belanja Daerah ‘se_bagal landasan  operasional



Pasal7

Peraturan *Daerah ini mula| berlaku pada tanggal dlundangkan dan o
”'_,dlberlakukan surut sejak tanggal 1Januarl 2007 : o

_pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da:am
= ‘j‘Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar : T \

"D‘lrtetvapka‘n di kaféhgahyar e R
pada tanggal 7 Desember 2007 :

BUPATI ( R'ANGANYAR,'

"Ia;;f~'K-',Z‘Dlundangkan di Karanganyar‘ S S
- pada tanggal 4(7¢mber 2007

| SEKRETARIS DAERAH «;B ‘PATEN KARANGANYAR LB e

| LEMBARAN DAERAH KA _ PATEN KARANGANYAR 2007 NOMOR B

T N v AP e e 2T

/ e 8 Agar 'setlap | orang dapat mengetahumya memermtahkan L



